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1 Meningkatnya 

pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah

Persentase 
capaian 
Monitoring 
Center For 
Prevention 
(MCP) KPK

93.8 % Monitoring center for 
prevention (MCP) 
merupakan upaya yang 
dilakukan oleh KPK RI 
untuk mendorong 
pencegahan korupsi 
melalui upaya-upaya 
preventif dengan 
melakukan intervensi. Ada 
8 area yang dilakukan 
intervensi, yaitu 
perencanaan 
penganggaran, pengadaan 
barang dan jasa, perizinan, 

0 Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP 
Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan 
komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya 
pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan 
dengan baik.

1.        Diperlukan koordinasi yang baik 
pada masing-masing unit kerja agar 
pemenuhan dokumen rencana aksi 
Korsupgah dan Stranas PK dapat dilakukan 
dengan lebih baik.
2.        Diharapkan agar setiap unit kerja 
dapat menyampaikan dokumen rencana 
aksi sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan

Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP 
Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan 
komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya 
pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan 
dengan baik.

1.        Diperlukan koordinasi yang baik 
pada masing-masing unit kerja agar 
pemenuhan dokumen rencana aksi 
Korsupgah dan Stranas PK dapat dilakukan 
dengan lebih baik.
2.        Diharapkan agar setiap unit kerja 
dapat menyampaikan dokumen rencana 
aksi sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan

II - - - -

Maturitas SPIP 3.12 Nilai Penilaian maturitas SPIP 
atas unsur-unsur SPIP 
yang didukung oleh 
semua PD di Kabupaten 
Temanggung 
.   

3,077      3,077     3.077 (Nilai) 3,077                   3,077                   - - - -

- - - -

Indeks Efektifitas 
Pengendalian 
Korupsi

2.93 Nilai Indeks Efektivitas 
Pengendalian Korupsi 
(IEPK) adalah sebuah 
model pengukuran 
Efektivitas Pengendalian 
Korupsi di Instansi dan 
Badan Usaha Pemerintah 
dan sebuah upaya 
mengkuantifikasi 
kemajuan pengelolaan 
risiko korupsi di dalam 
organisasi serta 
memberikan pemahaman 
terkait dengan 
pencegahan, pengelolaan 
atau Pengendalian 
korupsi.IEPK merupakan 
salah satu unsur dalam 
penilaian Maturitas

3              3             3 (Nilai) 1. Belum dilakukan penetapan 
Kebijakan/Standard Operating Procedure 
(SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi;
2. Perlu meningkatkan persepsi pegawai 
terhadap keberadaan peraturan dan hukum 
sebagai hal yang penting dalam pengambilan 
keputusan di organisasi pemerintah daerah
3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran 
antikorupsi kepada pihak internal,belum 
dilakukan;
4.Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
5.Komitmen. pimpinan terkait perilaku 
antikorupsi dalam proses pengambilan 
keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan;
6. Desain penyelenggaraan pengendalian 
korupsi yang masih memerlukan perbaikan

1) Peningkatkan kompetensi auditor 
investigasi yang mendukung
 penugasan pengukuran IEPK.
 2) Upaya peningkatan IEPK secara 
terintegrasi dengan upaya
 peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas 
Aparat
 Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
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 3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti 
penting pencegahan
 korupsi yang efektif dan IEPK menjadi 
dasar bagi perbaikan
 tata kelola, peningkatan efektivitas 
manajemen risiko dan
 pengguatan pengendalian anti korupsi.

3 1. Belum dilakukan penetapan 
Kebijakan/Standard Operating Procedure 
(SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi;
2. Perlu meningkatkan persepsi pegawai 
terhadap keberadaan peraturan dan hukum 
sebagai hal yang penting dalam pengambilan 
keputusan di organisasi pemerintah daerah
3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran 
antikorupsi kepada pihak internal,belum 
dilakukan;
4.Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
5.Komitmen. pimpinan terkait perilaku 
antikorupsi dalam proses pengambilan 
keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan;
6. Desain penyelenggaraan pengendalian 
korupsi yang masih memerlukan perbaikan

1) Peningkatkan kompetensi auditor 
investigasi yang mendukung
 penugasan pengukuran IEPK.
 2) Upaya peningkatan IEPK secara 
terintegrasi dengan upaya
 peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas 
Aparat
 Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 28
 3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti 
penting pencegahan
 korupsi yang efektif dan IEPK menjadi 
dasar bagi perbaikan
 tata kelola, peningkatan efektivitas 
manajemen risiko dan
 pengguatan pengendalian anti korupsi.

3 - - - -

Kapabilitas APIP 3 Level Kapabilitas APIP adalah 
kemampuan untuk 
melaksanakan tugas-tugas 
pengawasan yang terdiri 
dari
 tiga unsur yang saling 
terkait yaitu kapasitas, 
kewenangan, dan 
kompetensi Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang
 harus dimiliki APIP agar 
dapat mewujudkan 
perannya secara efektif. 

3              3             Level 3 3 3 - - - -

- - - -

Meningkatnya 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 
(dengan indikator 
Baru)

Maturitas SPIP 3.1 Nilai 3.077 3.077 3.077 1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan 
penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin 
kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua 
perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register 
dan RTP;
  2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 
Rencana Tindak Pengendalian;
  3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan 
maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin ( 
1x setahun) 
  4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan 
Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP 
kepada OPD

3.077

Kapabilitas APIP 3,001 Level 3.000 3.000 Level 3 - 3.000

 Monev 
Triwulan II 

 Faktor Pendukung/Faktor Penghambat 

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI INSPEKTORAT TAHUN 2025

No.
PROGRAM/ 

KEGIATAN/ SUB 
KKEGIATAN

INDIKATOR 
KEGIATAN

TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI  Anggaran (Rp) 

 Target 

 KELUARAN  Faktor Pendukung/Faktor Penghambat 
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 Pemecahan Masalah   Monev 
Triwulan I 

 Faktor Pendukung/Faktor Penghambat  Pemecahan Masalah   Pemecahan Masalah   Monev 
Triwulan III 

 Faktor Pendukung/Faktor Penghambat 

1.Belum semua OPD dan personil mengerti 
akan pentingnya SPIP;
2.Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat 
penyusunan Rencana Tindak Pengendalian 
Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan 
refresh atas informasi terkait SPIP kepada 
Perangkat Daerah;
3. APIP belum dapat mengevaluasi atas 
pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, 
terbentur dengan terbatasnya sumber daya 
manusia;
4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah “SPI adalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan, 
dimana SPIP Terintegrasi merupakan 

1. Perlu diadakan Bimtek dan 
pendampingan penyusunan rencana 
Tindak Pengendalian secara rutin kepada 
Perangkat daerah, mengingat belum semua 
perangkat daerah memahami penyusunan 
Risk Register dan RTP;
 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas 
pelaksanaan Rencana Tindak 
Pengendalian;
 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas 
pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten 
Temanggung secara rutin ( 1x setahun) 
 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, 
pendampingan dan Bimtek tentang 
Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada 
OPD

1.Belum semua OPD dan personil mengerti 
akan pentingnya SPIP;
2.Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat 
penyusunan Rencana Tindak Pengendalian 
Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan 
refresh atas informasi terkait SPIP kepada 
Perangkat Daerah;
3. APIP belum dapat mengevaluasi atas 
pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, 
terbentur dengan terbatasnya sumber daya 
manusia;
4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah “SPI adalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan, 
dimana SPIP Terintegrasi merupakan 

1. Perlu diadakan Bimtek dan 
pendampingan penyusunan rencana 
Tindak Pengendalian secara rutin kepada 
Perangkat daerah, mengingat belum semua 
perangkat daerah memahami penyusunan 
Risk Register dan RTP;
 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas 
pelaksanaan Rencana Tindak 
Pengendalian;
 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas 
pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten 
Temanggung secara rutin ( 1x setahun) 
 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, 
pendampingan dan Bimtek tentang 
Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada 
OPD

Perangkat Daerah terkait terlambat dalam 
memberikan dokumen yang dibutuhkan 
untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga 
peningkatan capaian baru dapat terlihat pada 
akhir Semester. Hal ini disebabkan:
1. Kompetensi SDM belum memadai'
2. Kuantitas SDM belum memadai
3. Kurangnya komitmen
4. kurangnya komunikasi
5. Anggaran belum memadai
6. Perencanaan kegiatan belum memadai
7. Sistem informasi tindak lanjut hasil 
pengawasan belum memadai.

(1) menetapkan kebijakan pemberian 
penghargaan dalam peningkatan kapabilitas 
APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat 
Kabupaten Temanggung agar lebih 
bersemangat dalam meningkatkan 
kapabilitasnya;
(2) mempertimbangkan untuk melakukan 
penambahan dana operasional yang 
memadai sebesar 1% dari APBD;
(3) menetapkan mekanisme pemberian 
reward/penghargaan bagi pegawai yang 
berkinerja memuaskan; 
(4) melaksanakan evaluasi intern dan 
ekstern melalui kegiatan Program Jaminan 
Kualitas dan Peningkatan (Quality 
Assurance and Improvement Program/QAIP) 
dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu 
dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten 
Temanggung; (5) melakukan reviu atas 
Internal Audit Charter; 
(6) melakukan penyegaran kembali 
terhadap Satuan Tugas Peningkatan 
Kapabilitas APIP dengan memperhatikan 
kompetensi dari masing-masing anggota 
tim; (7) melibatkan semua tenaga pemeriksa 

Perangkat Daerah terkait terlambat dalam 
memberikan dokumen yang dibutuhkan 
untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga 
peningkatan capaian baru dapat terlihat pada 
akhir Semester. Hal ini disebabkan:
1. Kompetensi SDM belum memadai'
2. Kuantitas SDM belum memadai
3. Kurangnya komitmen
4. kurangnya komunikasi
5. Anggaran belum memadai
6. Perencanaan kegiatan belum memadai
7. Sistem informasi tindak lanjut hasil 
pengawasan belum memadai.

(1) menetapkan kebijakan pemberian 
penghargaan dalam peningkatan kapabilitas 
APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat 
Kabupaten Temanggung agar lebih 
bersemangat dalam meningkatkan 
kapabilitasnya;
(2) mempertimbangkan untuk melakukan 
penambahan dana operasional yang 
memadai sebesar 1% dari APBD;
(3) menetapkan mekanisme pemberian 
reward/penghargaan bagi pegawai yang 
berkinerja memuaskan; 
(4) melaksanakan evaluasi intern dan 
ekstern melalui kegiatan Program Jaminan 
Kualitas dan Peningkatan (Quality 
Assurance and Improvement Program/QAIP) 
dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu 
dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten 
Temanggung; (5) melakukan reviu atas 
Internal Audit Charter; 
(6) melakukan penyegaran kembali 
terhadap Satuan Tugas Peningkatan 
Kapabilitas APIP dengan memperhatikan 
kompetensi dari masing-masing anggota 
tim; (7) melibatkan semua tenaga pemeriksa Pendorong :  

1. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan 
SPIP yaitu :
-Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
-Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk 
pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian 
Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan 
pemkab Temanggung;
-Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pedoman 
Pengelolaan Resiko Pemda
2. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh 
APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

Penghambat :
1. Dokumen perencanaan yang ada belum 
menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja 
bidang lain (crosscuting)
2.Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau 
semesteran yang dipimpin oleh Inspektur
3. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai 
laporan kinerja

Pendorong :  
1. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan 
SPIP yaitu :
-Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
-Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk 
pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian 
Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan 
pemkab Temanggung;
-Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pedoman 
Pengelolaan Resiko Pemda
2. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh 
APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

Penghambat :
1. Dokumen perencanaan yang ada belum 
menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja 
bidang lain (crosscuting)
2.Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau 
semesteran yang dipimpin oleh Inspektur
3. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai 
laporan kinerja

Pendorong
1) Menyusun, melengkapi dan melakukan 
pemutahiran dokumen
  untuk peningkatan penilaian IEPK.
  2) Menyempurnakan Renstra OPD untuk 
menyatakan secara
  tertulis kebijakan antikorupsi.
  3) Menyempurnakan profil risiko OPD dengan 
melakukan
  identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak
  pengendalian atas risiko korupsi.
  4) Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system.
  5) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk 
menyusun
  pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola 
risiko
  korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian 
Fraud di
  lingkungan Pemerintah Daerah.
  6) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem 
pengendalian pada
  kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/ 
perbuatan yang
  sama tidak terulang. 
penghambat:
1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard 
Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait 

1) Peningkatkan kompetensi auditor investigasi 
yang mendukung
  penugasan pengukuran IEPK.
  2) Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi 
dengan upaya
  peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas 
Aparat
  Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
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  3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting 
pencegahan
  korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi 
perbaikan
  tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen 
risiko dan
  pengguatan pengendalian anti korupsi.

Pendorong
1) Menyusun, melengkapi dan melakukan 
pemutahiran dokumen
  untuk peningkatan penilaian IEPK.
  2) Menyempurnakan Renstra OPD untuk 
menyatakan secara
  tertulis kebijakan antikorupsi.
  3) Menyempurnakan profil risiko OPD dengan 
melakukan
  identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak
  pengendalian atas risiko korupsi.
  4) Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system.
  5) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk 
menyusun
  pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola 
risiko
  korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian 
Fraud di
  lingkungan Pemerintah Daerah.
  6) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem 
pengendalian pada
  kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/ 
perbuatan yang
  sama tidak terulang. 
penghambat:
1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard 
Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait 



Indeks Efektifitas 
Pengendalian 
Korupsi

3,001 Nilai 3.000 3.000 3.000 3.000

Nilai IKM 
Perangkat 
Daerah

80 Angka Nilai rata-rata IKM dari hasil 
survey kepuasan masyarakat di 
perangkat daerah/organisasi 
penyelenggara pelayanan 
publik

91.95 91.95 91,95 (Angka) - 91.95

Nilai AKIP 
Perangkat 
Daerah

78.15 Angka 78.15 78.15 78,15 (Angka) - 1. Memperbaiki dokumen perencanaan dengan 
menambahkan informasi crosscuting
 2. Mendokumentasikan rapat capaian monev 
triwulan atau semesteran yang dipimpin oleh 
inspektur
 3. Mendokumentasikan rapat mengenai laporan 
kinerja

78.15

Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

                    4,353,176,000 

Penyelenggaraan 
Pengawasan  Internal

                    3,153,176,000 

Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan 
Hasil 
Pengawasan 
Kinerja

2 Laporan Pelaksanaan Audit Kinerja 350,000,000 1 1 Dokumen Laporan 
Hasil Audit Kinerja 

Pendorong : Reviu Berjenjang oleh Inspektur
Penghambat : Pemahaman proses bisnis yang belum 
optimal 

Melakukan analisa mendalam pada tahap survey 
pendahuluan dalam melakukan pemahaman 
proses bisnis

1 Nihil Nihil 0 Pendorong : Reviu Berjenjang oleh Inspektur
Penghambat : Pemahaman proses bisnis yang belum 
optimal 

Melakukan analisa mendalam pada tahap survey 
pendahuluan dalam melakukan pemahaman 
proses bisnis

1 Nihil 

Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan 
Hasil Reviu 
Laporan Kinerja

120 Laporan 1,000,000,000 34 65 16 104 Laporan Hasil 
Pengawasan

Pendorong : Adanya regulasi sebagai pedoman teknis 
pelaksanaan pemeriksaan, adanya Tim Pengawasan 
Irban I terdiri dari Auditor dan PPUPD
Penghambat : Belum semua pemeriksa memahami 
pengawasan karena keterbatasan kompetensi yang 
terkait dengan penugasan, target penugasan dalam 
PKPT yang terlalu banyak tidak sebanding dengan 
jumlah Auditor dan PPUPD sehingga memperlambat 
penyelesaian tugas

1. melaksanakan peningkatan kompetensi 
terhadap Auditor dan PPUPD;
 2. meningkatkan komunikasi dan koordinasi 
dengan OPD melalui kegiatan fasilitasi atau 
pendampingan pengawasan;
  3.Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, 
bersamaan dengan penyusunan dokumen LPPD 
untuk mengurangi temuan yang harus di 
tindaklanjuti; 
 4. pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh 5 
Tim Irban, misal Evaluasi SAKIP

32 Pendorong : Adanya regulasi sebagai pedoman teknis 
pelaksanaan pemeriksaan, adanya Tim Pengawasan 
Irban I terdiri dari Auditor dan PPUPD
Penghambat : Target penugasan dalam PKPT yang 
terlalu banyak tidak sebanding dengan jumlah 
Auditor dan PPUPD sehingga memperlambat 
penyelesaian tugas

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi 
dengan OPD melalui kegiatan fasilitasi atau 
pendampingan pengawasan;
2. Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, 
bersamaan dengan penyusunan dokumen LPPD 
untuk mengurangi temuan yang harus di 
tindaklanjuti; 

21 Pendorong : Adanya regulasi sebagai pedoman teknis 
pelaksanaan pemeriksaan, adanya Tim Pengawasan 
Irban I terdiri dari Auditor dan PPUPD
Penghambat : Belum semua pemeriksa memahami 
pengawasan karena keterbatasan kompetensi yang 
terkait dengan penugasan, target penugasan dalam 
PKPT yang terlalu banyak tidak sebanding dengan 
jumlah Auditor dan PPUPD sehingga memperlambat 
penyelesaian tugas, Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang akan direviu belum siap 
sehingga jadwal pelaksanaan reviu mundur

1. melaksanakan peningkatan kompetensi 
terhadap Auditor dan PPUPD;
 2. meningkatkan komunikasi dan koordinasi 
dengan OPD melalui kegiatan fasilitasi atau 
pendampingan pengawasan;
  3.Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, 
bersamaan dengan penyusunan dokumen LPPD 
untuk mengurangi temuan yang harus di 
tindaklanjuti; 
 4. pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh 5 
Tim Irban, misal Evaluasi SAKIP                                                                                                                    
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi 

31 Pendorong : Adanya regulasi sebagai pedoman teknis 
pelaksanaan pemeriksaan, adanya Tim Pengawasan 
Irban I terdiri dari Auditor dan PPUPD
Penghambat : Belum semua pemeriksa memahami 
pengawasan karena keterbatasan kompetensi yang 
terkait dengan penugasan misal pada reviu Renstra, 
target penugasan dalam PKPT yang terlalu banyak 
tidak sebanding dengan jumlah Auditor dan PPUPD 
sehingga memperlambat penyelesaian tugas, 
Dokumen Renstra PD yang akan direviu belum siap 
sehingga menghambat pelaksanaan reviu melalui e-
Reviu

Reviu Laporan 
Keuangan

Jumlah Laporan 
Hasil Reviu 
Laporan 
Keuangan

1 Laporan Pelaksanaan Reviu  LKPD  
Kabupaten Temanggung 

303,176,000 1 Dokumen Laporan 
Hasil Reviu Laporan 
Keuangan

Pendorong :
1. Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi;
 2. Pengumpulan data telah melalui google drive;
 3. Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan 
Perangkat Daerah terkait.
Penghambat : 
1.Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa 
penugasan lain;
 2. Penugasan yang mendesak di luar PKPT;
  

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM 
dalam Tim ;
 2. Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT 
untuk meminimalisir tumpang tindih penugasan;
 3. Untuk penugasan yang melibatkan beberapa 
OPD , dilaksanakan rapat koordinasi sebelum 
penugasan;
 4. Pembagian penugasan internal tim dan 
mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya 
penyelesaian laporan tepat waktu;
 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik 
internal tim maupun eksternal dengan PD terkait 
pemenuhan dokumen melalui media IT.

11 Pendorong :
1. Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi;
 2. Pengumpulan data telah melalui google drive;
 3. Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan 
Perangkat Daerah terkait.
Penghambat : 
1.Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa 
penugasan lain;
 2. Penugasan yang mendesak di luar PKPT;
  

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM 
dalam Tim ;
 2. Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT 
untuk meminimalisir tumpang tindih penugasan;
 3. Untuk penugasan yang melibatkan beberapa 
OPD , dilaksanakan rapat koordinasi sebelum 
penugasan;
 4. Pembagian penugasan internal tim dan 
mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya 
penyelesaian laporan tepat waktu;
 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik 
internal tim maupun eksternal dengan PD terkait 
pemenuhan dokumen melalui media IT.

15 Pendorong :
1. Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi;
 2. Pengumpulan data telah melalui google drive;
 3. Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan 
Perangkat Daerah terkait.
Penghambat : 
1.Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa 
penugasan lain;
 2. Penugasan yang mendesak di luar PKPT;
  

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM 
dalam Tim ;
 2. Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT 
untuk meminimalisir tumpang tindih penugasan;
 3. Untuk penugasan yang melibatkan beberapa 
OPD , dilaksanakan rapat koordinasi sebelum 
penugasan;
 4. Pembagian penugasan internal tim dan 
mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya 
penyelesaian laporan tepat waktu;
 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik 
internal tim maupun eksternal dengan PD terkait 
pemenuhan dokumen melalui media IT.

57 Pendorong :
1. Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi;
 2. Pengumpulan data telah melalui google drive;
 3. Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan 
Perangkat Daerah terkait.
Penghambat : 
1.Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa 
penugasan lain;
 2. Penugasan yang mendesak di luar PKPT;
  

Pengawasan Desa Jumlah Laporan 
Hasil 
Pengawasan 
Desa

60 Laporan Pelaksanaan Audit Kinerja 
Desa

Tambahan:
Audit Kerjasama Daerah, Audit 
BUMD dan Audit dengan 
Tujuan tertentu, Reviu E 
Purchasing dan Reviu P3DN (5 
Laporan)

500,000,000 3 23 34 5 Dokumen Laporan 
Hasil Pengawasan 
Desa

Pendorong : SDM yang telah cukup memadai, Reviu 
Berjenjang oleh Inspektur
Penghambat : Belum semua pemeriksa memiliki 
keahlian dalam menghitung pekerjaan fisik

Pemeriksa diusulkan untuk mengikuti pelatihan 
penghitungan pekerjaan fisik

3 Pendorong : SDM yang telah cukup memadai, Reviu 
Berjenjang oleh Inspektur
Penghambat : Belum semua pemeriksa memiliki 
keahlian dalam menghitung pekerjaan fisik

Pemeriksa diusulkan untuk mengikuti pelatihan 
penghitungan pekerjaan fisik

23 Pendorong : SDM yang telah cukup memadai, Reviu 
Berjenjang oleh Inspektur
Penghambat : Belum semua pemeriksa memiliki 
keahlian dalam menghitung pekerjaan fisik

Pemeriksa diusulkan untuk mengikuti pelatihan 
penghitungan pekerjaan fisik

34 Pendorong : SDM yang telah cukup memadai, Reviu 
Berjenjang oleh Inspektur
Penghambat : Belum semua pemeriksa memiliki 
keahlian dalam menghitung pekerjaan fisik

Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait 
antikorupsi;
 2. Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap 
keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang 
penting dalam pengambilan keputusan di organisasi 
pemerintah daerah
 3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran 
antikorupsi kepada pihak internal,belum dilakukan;
 4.Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
 5.Komitmen. pimpinan terkait perilaku antikorupsi 
dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari 
perlu ditingkatkan;
 6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi 
yang masih memerlukan perbaikan

Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait 
antikorupsi;
 2. Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap 
keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang 
penting dalam pengambilan keputusan di organisasi 
pemerintah daerah
 3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran 
antikorupsi kepada pihak internal,belum dilakukan;
 4.Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
 5.Komitmen. pimpinan terkait perilaku antikorupsi 
dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari 
perlu ditingkatkan;
 6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi 
yang masih memerlukan perbaikan

Pendorong:
1) Menyusun, melengkapi dan melakukan 
pemutahiran dokumen untuk peningkatan penilaian 
IEPK.
2) Menyempurnakan Renstra OPD untuk menyatakan 
secara  tertulis kebijakan antikorupsi.
3) Menyempurnakan profil risiko OPD dengan 
melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan 
rencana tindak pengendalian atas risiko korupsi.
4) Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system.
5) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk 
menyusun pernyataan kebijakan, penetapan struktur 
pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku 
terkait Pengendalian Fraud dilingkungan Pemerintah 
Daerah.
6) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem 
pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi 
sehingga kejadian/ perbuatan yang sama tidak 
terulang. 
Penghambat: 
1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard 
Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait 
antikorupsi;
2. Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap 
keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang 
penting dalam pengambilan keputusan di organisasi 
pemerintah daerah
3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi 
kepada pihak internal,belum dilakukan;
4.Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
5.Komitmen. pimpinan terkait perilaku antikorupsi 
dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari 
perlu ditingkatkan;
6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi 
yang masih memerlukan perbaikan

1) Peningkatkan kompetensi auditor investigasi 
yang mendukung  penugasan pengukuran IEPK.
 2) Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi 
dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan 
kapabilitas Aparat  Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP).  
3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting 
pencegahan  korupsi yang efektif dan IEPK 
menjadi dasar bagi perbaikan  tata kelola, 
peningkatan efektivitas manajemen risiko dan 
pengguatan pengendalian anti korupsi.

Pendorong:
1) Menyusun, melengkapi dan melakukan 
pemutahiran dokumen untuk peningkatan penilaian 
IEPK.
2) Menyempurnakan Renstra OPD untuk menyatakan 
secara  tertulis kebijakan antikorupsi.
3) Menyempurnakan profil risiko OPD dengan 
melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan 
rencana tindak pengendalian atas risiko korupsi.
4) Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system.
5) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk 
menyusun pernyataan kebijakan, penetapan struktur 
pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku 
terkait Pengendalian Fraud dilingkungan Pemerintah 
Daerah.
6) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem 
pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi 
sehingga kejadian/ perbuatan yang sama tidak 
terulang. 
Penghambat: 
1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard 
Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait 
antikorupsi;
2. Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap 
keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang 
penting dalam pengambilan keputusan di organisasi 
pemerintah daerah
3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi 
kepada pihak internal,belum dilakukan;
4.Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
5.Komitmen. pimpinan terkait perilaku antikorupsi 
dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari 
perlu ditingkatkan;
6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi 
yang masih memerlukan perbaikan

Pendukung:
1. Dokumen perencanaan telah memenuhi standar 
yang baik
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan 
dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan 
efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan 
berkelanjutan
Penghambat :
1. Dokumen perencanaan yang ada belum 
menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja 
bidang lain (crosscuting)
 2. Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau 
semesteran yang dipimpin oleh Inspektur
 3. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai 
laporan kinerja

Pendukung:
1. Dokumen perencanaan telah memenuhi standar 
yang baik
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan 
dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan 
efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan 
berkelanjutan
Penghambat :
1. Dokumen perencanaan yang ada belum 
menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja 
bidang lain (crosscuting)
 2. Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau 
semesteran yang dipimpin oleh Inspektur
 3. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai 
laporan kinerja

Pelaksanaan Pra Evaluasi AKIP: 
Monitoring dan Pendampingan 
Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 
2024,Reviu LPPD TA 2024, Audit 
SPBE, Reviu Perubahan RKPD 
2025, Reviu RPJMD, Evaluasi 
AKIP TA 2025, Reviu Perubahan 
RKPD Ke II 2025, Reviu RKPD 
2026, Reviu Renstra, Reviu 
Pelayanan Publik, Audit atas 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas 3 
Perangkat Daerah dengan 
Anggaran Tertinggi, Reviu 
Pelaksanaan Rekrutmen,
Promosi, Mutasi ASN, 
Monitoring
CPNS/PPPK



Monitoring dan 
Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK 
RI dan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 
APIP

Jumlah Dokumen 
Hasil Monitoring 
dan Evaluasi 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI dan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 
APIP

85 Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

1,000,000,000 26 29 9 21 Dokumen Tindak 
Lanjut Hasil 
Pengawasan

Penyelenggaraan 
Pengawasan  dengan 
Tujuan Tertentu

                    1,200,000,000 

Penanganan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah

Jumlah Laporan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah 
yang Ditangani

1 Laporan Pelaksanaan penanganan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah

600,000,000 0 1 0 0 Dokumen Laporan 
Hasil Pemeriksaan 

NIHIL (karena belum dilaksanakan) NIHIL (karena belum dilaksanakan) 0 1 NIHIL (sudah dilaksanakan) NIHIL (sudah dilaksanakan) 0 NIHIL (sudah dilaksanakan)

Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan 
Hasil 
Pengawasan 
Dengan Tujuan 
Tertentu

12 Laporan Pelaksanaan Audit 
Investigasi/Penyelesaian 
Kerugian Negara/Daerah/ 
Penanganan Aduan/Audit 
Khusus/PDTT, Probity Audit, 
Audit Kinerja, Audit PBJ, Reviu 
HPS/Referensi Harga, 
pendampingan hukum

600,000,000 3 1 2 2 Laporan Hasil Audit 
Investigasi/Penyeles
aian Kerugian 
Negara/Daerah/ 
Penanganan 
Aduan/Audit 
Khusus/PDTT, 
Laporan Hasil Probity 
Audit, Laporan Hasil 
Audit Kinerja, 
Laporan Hasil Audit 
PBJ, Laporan Hasil 
Reviu HPS/Referensi 
Harga, Laporan Hasil 

3 1 3

Program Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan dan 
Asistensi

                    3,650,000,000 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

                        750,000,000 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan

Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan Teknis 
di Bidang 
Pengawasan 
yang Disusun

1 Rekomendasi Pelaksanaan kegiatan rakor 
pengawasan nasional regional, 
desk PKPT dan penyusunan SK 
Bupati ttg Renbinwas dan PKPT

                        750,000,000 0 0 0 1 Rekomendasi 
Inspektorat Provinsi 
Jawa Tengah

Faktor Pendukung : Adanya Tim Penyusun PKPT                                                     
Faktor Penghambat : Permendagri tentang 
Renbinwas sebagai pedoman penyusunan PKPT 
terlambat terbit, evaluasi Register Risiko terlambat 
dilaksanakan sehingga menghambat penyusunan 
PKPT berbasis risiko

1. Evaluasi Register Risiko agar dilaksanakan tepat 
waktu dan dipersiapkan aplikasi mengingat 
evaluasi dilaksanakan setiap tahun                                        
2. Koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat 
Prov. Jateng untuk mendapatkan informasi atau 
draft Permendagri tentang Renbinwas 

0 0 0 Faktor Pendukung : Adanya Tim Penyusun PKPT                                                     
Faktor Penghambat : Permendagri tentang 
Renbinwas sebagai pedoman penyusunan PKPT 
terlambat terbit, evaluasi Register Risiko terlambat 
dilaksanakan sehingga menghambat penyusunan 
PKPT berbasis risiko

Pendampingan dan 
Asistensi

                    2,900,000,000 

Koordinasi, 
Monitoring Dan 
Evaluasi Serta 
Verifikasi Pencegahan 
Dan Pemberantasan 
Korupsi

Jumlah   Kegiatan   
Koordinasi,   
Monitoring   dan 
Evaluasi    serta    
Verifikasi    
Pencegahan    
dan 
Pemberantasan 
Korupsi

7 kegiatan Kegiatan Sosialisasi 
Antikorupsi, Koordinasi 
percepatan pemenuhan MCSP 
KPK, Pelaksanaan Hakordia, 
Pendampingan Penilaian IEPK

                    1,300,000,000 7 0 0 0 Laporan Hasil 
Kegiatan 
Pendampingan

1. MCSP KPK
Faktor Pendukung:
-Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP 
Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan 
komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya 
pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan 
dengan baik.
-Telah dilaksanakan rakor berkala dengan Perangkat 
Daerah terkait sehingga dapat mempercepat proses 
pemenuhan
Faktor Penghambat:
-PIC MCP KPK kurang responsive dalam menjawab 
pertanyaan Kabupaten/Kota sehingga memungkinkan 
terjadinya multitafsir dokumen pemenuhan
-PIC Perangkat Daerah terkait juga merangkap jabatan 
dengan tusi yang lain sehingga volume pekerjaan 
sangat tinggi dan terjadi keterlambatan

1. MCP KPK
-Secara terus menerus melakukan koordinasi 
kepada PIC KPK RI
-Mendorong Perangkat Daerah dalam proses 
percepatan pemenuhan MCP KPK
2. Pendampingan Desa Antikorupsi
-Melaksanakan asistensi kepada Desa Antikorupsi
-Mendorong kepada desa untuk melaksanakan 
pemenuhan indikator desa antikorupsi
3. Sosialisasi Antikorupsi
-Melibatkan Penyuluh Antikorupsi dalam setiap 
kegiatan mengedukasi pencegahan korupsi
4. Saber Pungli
- Membuat timeline penjadwalan kegiatan selama 
1 tahun
- Secara terus menerus melakukan koordinasi 
kepada Tim Satgas Saber Pungli
5. Hakordia
- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan 
kegiatan lebih awal

11 1. MCP KPK
Faktor Pendukung:
-Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP 
Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan 
komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya 
pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan 
dengan baik.
-Telah dilaksanakan rakor berkala dengan Perangkat 
Daerah terkait sehingga dapat mempercepat proses 
pemenuhan
Faktor Penghambat:
-PIC MCP KPK kurang responsive dalam menjawab 
pertanyaan Kabupaten/Kota sehingga memungkinkan 
terjadinya multitafsir dokumen pemenuhan
-PIC Perangkat Daerah terkait juga merangkap jabatan 
dengan tusi yang lain sehingga volume pekerjaan 
sangat tinggi dan terjadi keterlambatan

1. MCP KPK
-Secara terus menerus melakukan koordinasi 
kepada PIC KPK RI
-Mendorong Perangkat Daerah dalam proses 
percepatan pemenuhan MCP KPK
2. Pendampingan Desa Antikorupsi
-Melaksanakan asistensi kepada Desa Antikorupsi
-Mendorong kepada desa untuk melaksanakan 
pemenuhan indikator desa antikorupsi
3. Sosialisasi Antikorupsi
-Melibatkan Penyuluh Antikorupsi dalam setiap 
kegiatan mengedukasi pencegahan korupsi
4. Saber Pungli
- Membuat timeline penjadwalan kegiatan selama 
1 tahun
- Secara terus menerus melakukan koordinasi 
kepada Tim Satgas Saber Pungli
5. Hakordia
- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan 
kegiatan lebih awal

45 1. MCP KPK
Faktor Pendukung:
-Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP 
Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan 
komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya 
pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan 
dengan baik.
-Telah dilaksanakan rakor berkala dengan Perangkat 
Daerah terkait sehingga dapat mempercepat proses 
pemenuhan
Faktor Penghambat:
-PIC MCP KPK kurang responsive dalam menjawab 
pertanyaan Kabupaten/Kota sehingga memungkinkan 
terjadinya multitafsir dokumen pemenuhan
-PIC Perangkat Daerah terkait juga merangkap jabatan 
dengan tusi yang lain sehingga volume pekerjaan 
sangat tinggi dan terjadi keterlambatan

1. MCP KPK
-Secara terus menerus melakukan koordinasi 
kepada PIC KPK RI
-Mendorong Perangkat Daerah dalam proses 
percepatan pemenuhan MCP KPK
2. Pendampingan Desa Antikorupsi
-Melaksanakan asistensi kepada Desa Antikorupsi
-Mendorong kepada desa untuk melaksanakan 
pemenuhan indikator desa antikorupsi
3. Sosialisasi Antikorupsi
-Melibatkan Penyuluh Antikorupsi dalam setiap 
kegiatan mengedukasi pencegahan korupsi
4. Saber Pungli
- Membuat timeline penjadwalan kegiatan selama 
1 tahun
- Secara terus menerus melakukan koordinasi 
kepada Tim Satgas Saber Pungli
5. Hakordia
- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan 
kegiatan lebih awal

0 1. MCP KPK
Faktor Pendukung:
-Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP 
Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan 
komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya 
pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan 
dengan baik.
-Telah dilaksanakan rakor berkala dengan Perangkat 
Daerah terkait sehingga dapat mempercepat proses 
pemenuhan
Faktor Penghambat:
-PIC MCP KPK kurang responsive dalam menjawab 
pertanyaan Kabupaten/Kota sehingga memungkinkan 
terjadinya multitafsir dokumen pemenuhan
-PIC Perangkat Daerah terkait juga merangkap jabatan 
dengan tusi yang lain sehingga volume pekerjaan 
sangat tinggi dan terjadi keterlambatan

2. Pendampingan Desa Antikorupsi
Faktor Pendorong:
-Telah terdapat SK Tim Pendamping dan Penilai Desa 
Antikorupsi Tingkat Kabupaten yang melibatkan 
Dinpermades dan Kominfo
-Perangkat Desa dan masyarakat mendukung adanya 
program desa antikorupsi
Faktor Penghambat:
-Perangkat desa belum sepenuhnya memahami 
indikator dalam pembangunan desa antikorupsi 
-Kegiatan pencegahan antikorupsi telah dilaksanakan 
namun belum didukung oleh pendokumentasian 
yang rapi dan tertib.

2. Pendampingan Desa Antikorupsi
Faktor Pendorong:
-Telah terdapat SK Tim Pendamping dan Penilai Desa 
Antikorupsi Tingkat Kabupaten yang melibatkan 
Dinpermades dan Kominfo
-Perangkat Desa dan masyarakat mendukung adanya 
program desa antikorupsi
Faktor Penghambat:
-Perangkat desa belum sepenuhnya memahami 
indikator dalam pembangunan desa antikorupsi 
-Kegiatan pencegahan antikorupsi telah dilaksanakan 
namun belum didukung oleh pendokumentasian 
yang rapi dan tertib.

2. Pendampingan Desa Antikorupsi
Faktor Pendorong:
-Telah terdapat SK Tim Pendamping dan Penilai Desa 
Antikorupsi Tingkat Kabupaten yang melibatkan 
Dinpermades dan Kominfo
-Perangkat Desa dan masyarakat mendukung adanya 
program desa antikorupsi
Faktor Penghambat:
-Perangkat desa belum sepenuhnya memahami 
indikator dalam pembangunan desa antikorupsi 
-Kegiatan pencegahan antikorupsi telah dilaksanakan 
namun belum didukung oleh pendokumentasian 
yang rapi dan tertib.

2. Pendampingan Desa Antikorupsi
Faktor Pendorong:
-Telah terdapat SK Tim Pendamping dan Penilai Desa 
Antikorupsi Tingkat Kabupaten yang melibatkan 
Dinpermades dan Kominfo
-Perangkat Desa dan masyarakat mendukung adanya 
program desa antikorupsi
Faktor Penghambat:
-Perangkat desa belum sepenuhnya memahami 
indikator dalam pembangunan desa antikorupsi 
-Kegiatan pencegahan antikorupsi telah dilaksanakan 
namun belum didukung oleh pendokumentasian 
yang rapi dan tertib.

1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya 
memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari 
obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek 
yang diperiksa; 
 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang 
penyelesaian tindak lanjutnya lama;
 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres 
Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan

Pendorong:
1. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut 
temuan yang harus dilaksanakan;
 2. Keinginan PD untuk segera menyeleseikan TL 
temuan untuk perbaikan organisasi; 
 3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang 
bertugas memonitor progres penyelesaian tindak 
lanjut pada Obrik;
 4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan 
kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan 
pemeriksaan;
 5. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan 
konsultasi dari Obyek yang diperiksa.
Penghambat : 
1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan 
untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil 
pemeriksaan 
 2. Temuan pemeriksan terkait kebijakan lama 
ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan 
kebijakan yang memerlukan waktu
 3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil 
temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
 4. SDM APIP kurang/terbatas

1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya 
memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari 
obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek 
yang diperiksa; 
 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang 
penyelesaian tindak lanjutnya lama;
 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres 
Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan

26 Pendorong:
1. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut 
temuan yang harus dilaksanakan;
 2. Keinginan PD untuk segera menyeleseikan TL 
temuan untuk perbaikan organisasi; 
 3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang 
bertugas memonitor progres penyelesaian tindak 
lanjut pada Obrik;
 4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan 
kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan 
pemeriksaan;
 5. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan 
konsultasi dari Obyek yang diperiksa.
Penghambat : 
1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan 
untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil 
pemeriksaan 
 2. Temuan pemeriksan terkait kebijakan lama 
ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan 
kebijakan yang memerlukan waktu
 3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil 
temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
 4. SDM APIP kurang/terbatas

Pendorong :
1. Adanya Perbuatan yang melawan huikum.
2. Adanya kerugian negara yang nyata dan pasti 
jumlahnya
3. Adanya pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat 
negara atau pegawai negeri
Penghambat :
1. Proses mendapatkan izin pemeriksaan terhadap 
pejabat dan saksi-saksi yang diduga melakukan tindak 
pidana korupsi dapat rumit dan berbelit-belit. 
2. Penyelidikan dan penyidikan yang tidak maksimal 
dapat menghambat pengembalian kerugian 
keuangan negara. 
3. Keterbatasankompetensi auditor, keterbatasan 
sarana prasarana dan anggaran  dalam melakukan 
pemeriksaan di tempat dapat menghambat 
pelaksanaan audit. 

1. Perlunya diadakan form sosialisasi terkait 
tindakan foud yang berpotensi menjadi kerugian 
keuangan negara kepada selua elemen 
Pemerintahan sampai dengan lembaga - lembaga 
pendukung pelaksanaan kegiatan di 
Pemerintahan.
2. Peningkatan kompetensi Sumberdaya mulai dari 
personil , sarana prasarana sampai dengan 
Anggaran pendukung Pelaksanaan Audit 
Penghitungan kerugioan

Pendorong :
1. Komitmen Manajemen & Tata Kelola (Governance). 
Tanpa dukungan manajemen, audit investigatif sering 
terhambat akses data atau kewenangan.
2. SOP audit investigatif yang jelas.
3. Kompetensi & Profesionalisme Auditor terpenuhi 
di dalam bidang investigatif dan pengawasan dengan 
tujuan tertentu.
4. Terpenuhinya akses terhadap database dan log 
aktivitas berbasis aplikasi/ teknologi
5. Adanya potensi ketidaksesuaian dengan aturan 
pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa
6. Adanya tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah
Penghambat :
1. Akses data dan bukti audit terbatas
2. Budaya yang tidak mendukung 
transparansi/akuntabilitas
3. Kurangnya pemahaman auditi terhadap audit 
kinerja

1. Membangun Komunikasi yang sifatnya 
berkesinambungan dengan auditi melalui 
pendampingan, monitoring.
2. Meningkatkan  komunikasi yang interaktif 
kepada auditi baik pada saat pelaksanaan 
pengawasan sampai dengan tindak lanjut hasil 
pengawasan. 
3. Sosialisasi dan pendampingan dalam 
peningkatan akuntabilitas dan transparansi
4. Optimalisasi sinergisitas antara APIP dan pihak 
pengawas Eksternal (APH/BPK/BPKP)
5. Penguatan pemahaman konsep ekonomis, 
efisien dan efektif (3E)

Pendorong :
1. Komitmen Manajemen & Tata Kelola (Governance). 
Tanpa dukungan manajemen, audit investigatif sering 
terhambat akses data atau kewenangan.
2. SOP audit investigatif yang jelas.
3. Kompetensi & Profesionalisme Auditor terpenuhi 
di dalam bidang investigatif dan pengawasan dengan 
tujuan tertentu.
4. Terpenuhinya akses terhadap database dan log 
aktivitas berbasis aplikasi/ teknologi
5. Adanya potensi ketidaksesuaian dengan aturan 
pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa.
6. Adanya proyek strategis atau prioritas daerah yang 
memerlukan pengawasan lebih ketat.
Penghambat :
1. Akses data dan bukti audit terbatas
2. Budaya yang tidak mendukung 
transparansi/akuntabilitas
3. Keterbatasan kompetensi auditor di bidang PBJ

1. Membangun Komunikasi yang sifatnya 
berkesinambungan dengan auditi melalui 
pendampingan, monitoring.
2. Meningkatkan  komunikasi yang interaktif 
kepada auditi baik pada saat pelaksanaan 
pengawasan sampai dengan tindak lanjut hasil 
pengawasan. 
3. Sosialisasi dan pendampingan dalam 
peningkatan akuntabilitas dan transparansi
4. Optimalisasi sinergisitas antara APIP dan pihak 
pengawas Eksternal (APH/BPK/BPKP)

Pendorong :
1. Komitmen Manajemen & Tata Kelola (Governance). 
Tanpa dukungan manajemen, audit investigatif sering 
terhambat akses data atau kewenangan.
2. SOP audit investigatif yang jelas.
3. Kompetensi & Profesionalisme Auditor terpenuhi 
di dalam bidang investigatif dan pengawasan dengan 
tujuan tertentu.
4. Terpenuhinya akses terhadap database dan log 
aktivitas berbasis aplikasi/ teknologi
5. Koordinasi dan komunikasi yang baik dan efektif 
antara APIP dan Auditee.

Penghambat :
1. Kurangnya dukungan manajemen sehingga ruang 
gerak audit menjadi terbatas.
2. Independensi auditor lemah
3. Akses data dan bukti audit terbatas
4. Budaya yang tidak mendukung 
transparansi/akuntabilitas

1. Peningkatan kompetensi SDM untuk 
pelaksanaan pengawasan investigatif atau audit 
dengan tujuan tertentu melalui Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis
2. Membangun Komunikasi yang sifatnya 
berkesinambungan dengan auditi melalui 
pendampingan, monitoring.
3. Meningkatkan  komunikasi yang interaktif 
kepada auditi baik pada saat pelaksanaan 
pengawasan samapi dengan tindak lanjut hasil 
pengawasan. 
4. Sosialisasi dan pendampingan dalam 
peningkatan akuntabilitas dan transparansi
5. Optimalisasi sinergisitas antara APIP dan pihak 
pengawas Eksternal (APH/BPK/BPKP)

Pendorong :
1. Adanya pedoman penyusunan dan reviu HPS sesuai 
aturan pengadaan
2. Tersedianya data yang akurat dan relevan pada 
penyusunan Dokumen perencanaan dan HPS
3. APIP memiliki kemampuan analisis risiko dan 
kewajaran harga
4. Dokumentasi Perencanaan hingga pelaksanaan 
pengadaan yang lengkap
5. Adanya dukungan Teknologi & Sistem Informasi
6. Koordinasi dan komunikasi yang baik dan efektif 
antara APIP dan Auditee.

Penghambat :
1. Data dukung yang diberikan auditee tidak lengkap 
dan tidak relevan
2. Keterbatasan waktu reviu HPS sebelum tender 
sering membuat hasil tidak optimal dan hanya 
bersifat administratif
3. Akses informasi pengadaan barang/jasa terbatas
4. Waktu keterlibatan APIP dalam Probity audit 
terlambat sehingga fungsi preventif atas Probity 
audit kurang maksimal.
5. Kurangnya dukungan manajemen auditee dalam 
pemenuhan data atau dokumen yang dibutuhkan

29 Pendorong:
1. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut 
temuan yang harus dilaksanakan;
 2. Keinginan PD untuk segera menyeleseikan TL 
temuan untuk perbaikan organisasi; 
 3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang 
bertugas memonitor progres penyelesaian tindak 
lanjut pada Obrik;
 4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan 
kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan 
pemeriksaan;
 5. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan 
konsultasi dari Obyek yang diperiksa.
Penghambat : 
1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan 
untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil 
pemeriksaan 
 2. Temuan pemeriksan terkait kebijakan lama 
ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan 
kebijakan yang memerlukan waktu
 3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil 
temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
 4. SDM APIP kurang/terbatas

1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya 
memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari 
obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek 
yang diperiksa; 
 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang 
penyelesaian tindak lanjutnya lama;
 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres 
Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan

9 Pendorong:
1. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut 
temuan yang harus dilaksanakan;
 2. Keinginan PD untuk segera menyeleseikan TL 
temuan untuk perbaikan organisasi; 
 3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang 
bertugas memonitor progres penyelesaian tindak 
lanjut pada Obrik;
 4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan 
kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan 
pemeriksaan;
 5. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan 
konsultasi dari Obyek yang diperiksa.
Penghambat : 
1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan 
untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil 
pemeriksaan 
 2. Temuan pemeriksan terkait kebijakan lama 
ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan 
kebijakan yang memerlukan waktu
 3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil 
temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
 4. SDM APIP kurang/terbatas



3. Sosialisasi Antikorupsi
Faktor Pendorong:
-Telah didukung oleh regulasi antikorupsi baik 
berupa Undang-Undang, Peraturan Bupati, Surat 
Edaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
-Telah memiliki Sekretariat Penyuluh Antikorupsi 
yang ditetapkan dengan SK Bupati
-Merupakan salah satu indikator dalam MCP KPK
Faktor Penghambat:
-Jumlah Penyuluh Antikorupsi masih terbatas dan 
tersebar pada Perangkat Daerah serta instansi 
vertikal.
-Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut 
mencegah korupsi dengan berani melaporkan atau 
memanfaatkan saluran aduan.

3. Sosialisasi Antikorupsi
Faktor Pendorong:
-Telah didukung oleh regulasi antikorupsi baik 
berupa Undang-Undang, Peraturan Bupati, Surat 
Edaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
-Telah memiliki Sekretariat Penyuluh Antikorupsi 
yang ditetapkan dengan SK Bupati
-Merupakan salah satu indikator dalam MCP KPK
Faktor Penghambat:
-Jumlah Penyuluh Antikorupsi masih terbatas dan 
tersebar pada Perangkat Daerah serta instansi 
vertikal.
-Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut 
mencegah korupsi dengan berani melaporkan atau 
memanfaatkan saluran aduan.

3. Sosialisasi Antikorupsi
Faktor Pendorong:
-Telah didukung oleh regulasi antikorupsi baik 
berupa Undang-Undang, Peraturan Bupati, Surat 
Edaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
-Telah memiliki Sekretariat Penyuluh Antikorupsi 
yang ditetapkan dengan SK Bupati
-Merupakan salah satu indikator dalam MCP KPK
Faktor Penghambat:
-Jumlah Penyuluh Antikorupsi masih terbatas dan 
tersebar pada Perangkat Daerah serta instansi 
vertikal.
-Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut 
mencegah korupsi dengan berani melaporkan atau 
memanfaatkan saluran aduan.

3. Sosialisasi Antikorupsi
Faktor Pendorong:
-Telah didukung oleh regulasi antikorupsi baik 
berupa Undang-Undang, Peraturan Bupati, Surat 
Edaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
-Telah memiliki Sekretariat Penyuluh Antikorupsi 
yang ditetapkan dengan SK Bupati
-Merupakan salah satu indikator dalam MCP KPK
Faktor Penghambat:
-Jumlah Penyuluh Antikorupsi masih terbatas dan 
tersebar pada Perangkat Daerah serta instansi 
vertikal.
-Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut 
mencegah korupsi dengan berani melaporkan atau 
memanfaatkan saluran aduan.

4. Peringatan HAKORDIA
Faktor Pendorong:
-Terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya 
berupa Surat Edaran KPK RI
-Didukung oleh sinergi dari seluruh stakeholder 
dalam upaya pencegahan antikorupsi
-Dikemas dalam sebuah event yang menarik sehingga 
nilai-nilai antikorupsi semakin tersosialisasikan.
Faktor Penghambat: 
-Kegiatan belum didukung dengan anggaran yang 
memadai
-Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga 
terjadi overlaping pekerjaan
-Kegiatan belum dapat menjangkau ke seluruh 
masyarakat Kabupaten Temanggung, baru pada 
sebagai wilayah saja.

4. Peringatan HAKORDIA
Faktor Pendorong:
-Terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya 
berupa Surat Edaran KPK RI
-Didukung oleh sinergi dari seluruh stakeholder 
dalam upaya pencegahan antikorupsi
-Dikemas dalam sebuah event yang menarik sehingga 
nilai-nilai antikorupsi semakin tersosialisasikan.
Faktor Penghambat: 
-Kegiatan belum didukung dengan anggaran yang 
memadai
-Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga 
terjadi overlaping pekerjaan
-Kegiatan belum dapat menjangkau ke seluruh 
masyarakat Kabupaten Temanggung, baru pada 
sebagai wilayah saja.

4. Peringatan HAKORDIA
Faktor Pendorong:
-Terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya 
berupa Surat Edaran KPK RI
-Didukung oleh sinergi dari seluruh stakeholder 
dalam upaya pencegahan antikorupsi
-Dikemas dalam sebuah event yang menarik sehingga 
nilai-nilai antikorupsi semakin tersosialisasikan.
Faktor Penghambat: 
-Kegiatan belum didukung dengan anggaran yang 
memadai
-Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga 
terjadi overlaping pekerjaan
-Kegiatan belum dapat menjangkau ke seluruh 
masyarakat Kabupaten Temanggung, baru pada 
sebagai wilayah saja.

4. Peringatan HAKORDIA
Faktor Pendorong:
-Terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya 
berupa Surat Edaran KPK RI
-Didukung oleh sinergi dari seluruh stakeholder 
dalam upaya pencegahan antikorupsi
-Dikemas dalam sebuah event yang menarik sehingga 
nilai-nilai antikorupsi semakin tersosialisasikan.
Faktor Penghambat: 
-Kegiatan belum didukung dengan anggaran yang 
memadai
-Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga 
terjadi overlaping pekerjaan
-Kegiatan belum dapat menjangkau ke seluruh 
masyarakat Kabupaten Temanggung, baru pada 
sebagai wilayah saja.

Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
Dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi

Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi, 
Verifikasi, dan 
Penilaian 
Reformasi 
Birokrasi

46 Perangkat 
Daerah

Kegiatan Pendampingan Zona 
Integritas, Evaluasi Reformasi 
Birokrasi, Pendampingan Desa 
Antikorupsi, Koordinasi 
Pemenuhan Dokumen 
Kapabilitas APIP

                    1,000,000,000 4 3 0 0 Laporan Hasil 
Kegiatan 
Pendampingan

1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Faktor Pendorong:
-Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan 
RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 
Dari Korupsi dab Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani ;
-Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan; 
Faktor Penghambat: 
- Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan 
pembangunan Zona Integritas;
-Proses pembangunan Zona Intergritas  
membutuhkan pendalaman dan pengembangan 
informasi ;
-Adanya mutasi pegawai
2. Evaluasi RB Ex-Ante dan On Going

1. Pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM  
-Dilakukan pendampingan yang lebih intensif 
kepada Perangkat Daerah yang telah dicanangkan 
sebagai Zona Integritas
-Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam 
rangka Sinkronisasi kegiatan ZI 
-Dilaksanakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah 
yang dicanangkan sebagai ZI

2. Evaluasi RB Ex-Ante dan On Going
-Mendorong perangkat daerah dalam upaya 
pencapaian target RB sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan.

3. Kapabilitas APIP
-Mendorong Satgas Kapabilitas APIP dalam upaya 
pemenuhan tindaklanjut maupun indikator dalam 
setiap elemennya.

4 1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Faktor Pendorong:
-Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan 
RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 
Dari Korupsi dab Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani ;
-Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan; 
Faktor Penghambat: 
- Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan 
pembangunan Zona Integritas;
-Proses pembangunan Zona Intergritas  
membutuhkan pendalaman dan pengembangan 
informasi ;
-Adanya mutasi pegawai
2. Evaluasi RB Ex-Ante dan On Going

1. Pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM  
-Dilakukan pendampingan yang lebih intensif 
kepada Perangkat Daerah yang telah dicanangkan 
sebagai Zona Integritas
-Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam 
rangka Sinkronisasi kegiatan ZI 
-Dilaksanakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah 
yang dicanangkan sebagai ZI

2. Evaluasi RB Ex-Ante dan On Going
-Mendorong perangkat daerah dalam upaya 
pencapaian target RB sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan.

3. Kapabilitas APIP
-Mendorong Satgas Kapabilitas APIP dalam upaya 
pemenuhan tindaklanjut maupun indikator dalam 
setiap elemennya.

3 1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Faktor Pendorong:
-Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan 
RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 
Dari Korupsi dab Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani ;
-Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan; 
Faktor Penghambat: 
- Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan 
pembangunan Zona Integritas;
-Proses pembangunan Zona Intergritas  
membutuhkan pendalaman dan pengembangan 
informasi ;
-Adanya mutasi pegawai
2. Evaluasi RB Ex-Ante dan On Going

1. Pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM  
-Dilakukan pendampingan yang lebih intensif 
kepada Perangkat Daerah yang telah dicanangkan 
sebagai Zona Integritas
-Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam 
rangka Sinkronisasi kegiatan ZI 
-Dilaksanakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah 
yang dicanangkan sebagai ZI

2. Evaluasi RB Ex-Ante dan On Going
-Mendorong perangkat daerah dalam upaya 
pencapaian target RB sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan.

3. Kapabilitas APIP
-Mendorong Satgas Kapabilitas APIP dalam upaya 
pemenuhan tindaklanjut maupun indikator dalam 
setiap elemennya.

0 1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Faktor Pendorong:
-Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan 
RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 
Dari Korupsi dab Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani ;
-Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan; 
Faktor Penghambat: 
- Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan 
pembangunan Zona Integritas;
-Proses pembangunan Zona Intergritas  
membutuhkan pendalaman dan pengembangan 
informasi ;
-Adanya mutasi pegawai
2. Evaluasi RB Ex-Ante dan On Going

2. Reformasi Birokrasi 
Faktor Pendorong:
-Terdapat sinergi antara Tim Reformasi Birokrasi yang 
telah ditetapkan dengan SK Bupati
-Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan desk 
dengan melibatkan Tim Kabupaten maupun 
Perangkat Daerah terkait
-Terdapat Roadmap RB Tahun 2024-2026 sebagai 
pedoman pelaksanaan RB
Faktor Penghambat:
-Perangkat Daerah belum tepat waktu dalam 
melaporkan pemenuhan bukti dukung triwulan baik 
terhadap RB general maupun RB tematik.

2. Reformasi Birokrasi 
Faktor Pendorong:
-Terdapat sinergi antara Tim Reformasi Birokrasi yang 
telah ditetapkan dengan SK Bupati
-Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan desk 
dengan melibatkan Tim Kabupaten maupun 
Perangkat Daerah terkait
-Terdapat Roadmap RB Tahun 2024-2026 sebagai 
pedoman pelaksanaan RB
Faktor Penghambat:
-Perangkat Daerah belum tepat waktu dalam 
melaporkan pemenuhan bukti dukung triwulan baik 
terhadap RB general maupun RB tematik.

2. Reformasi Birokrasi 
Faktor Pendorong:
-Terdapat sinergi antara Tim Reformasi Birokrasi yang 
telah ditetapkan dengan SK Bupati
-Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan desk 
dengan melibatkan Tim Kabupaten maupun 
Perangkat Daerah terkait
-Terdapat Roadmap RB Tahun 2024-2026 sebagai 
pedoman pelaksanaan RB
Faktor Penghambat:
-Perangkat Daerah belum tepat waktu dalam 
melaporkan pemenuhan bukti dukung triwulan baik 
terhadap RB general maupun RB tematik.

2. Reformasi Birokrasi 
Faktor Pendorong:
-Terdapat sinergi antara Tim Reformasi Birokrasi yang 
telah ditetapkan dengan SK Bupati
-Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan desk 
dengan melibatkan Tim Kabupaten maupun 
Perangkat Daerah terkait
-Terdapat Roadmap RB Tahun 2024-2026 sebagai 
pedoman pelaksanaan RB
Faktor Penghambat:
-Perangkat Daerah belum tepat waktu dalam 
melaporkan pemenuhan bukti dukung triwulan baik 
terhadap RB general maupun RB tematik.

3. Kapabilitas APIP 
Faktor Pendorong:
-Telah ditetapkan Satgas Kapabilitas APIP di 
Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan SK 
Inspektur
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 
bulan terhadap pemenuhan elemen Kapabilitas APIP
-Pemenuhan diklat/bimtek dan pengembangan 
kapasitas bagi APIP dan P2UPD
Faktor Penghambat:
-Masih terdapat keterlambatan dalam pemenuhan 
elemen.
-Terbitnya regulasi baru dari BPKP tentang New 
Kapabititas APIP dengan penyederhanaan elemen 
menjadi 5 elemen. Berubahnya standar penilaian 
lebih kepada dampak pengawasan terhadap 
perbaikan tata kelola bukan sekedar 
pemenuhan/ketercukupan dokumen

3. Kapabilitas APIP 
Faktor Pendorong:
-Telah ditetapkan Satgas Kapabilitas APIP di 
Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan SK 
Inspektur
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 
bulan terhadap pemenuhan elemen Kapabilitas APIP
-Pemenuhan diklat/bimtek dan pengembangan 
kapasitas bagi APIP dan P2UPD
Faktor Penghambat:
-Masih terdapat keterlambatan dalam pemenuhan 
elemen.

3. Kapabilitas APIP 
Faktor Pendorong:
-Telah ditetapkan Satgas Kapabilitas APIP di 
Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan SK 
Inspektur
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 
bulan terhadap pemenuhan elemen Kapabilitas APIP
-Pemenuhan diklat/bimtek dan pengembangan 
kapasitas bagi APIP dan P2UPD
Faktor Penghambat:
-Masih terdapat keterlambatan dalam pemenuhan 
elemen.

3. Kapabilitas APIP 
Faktor Pendorong:
-Telah ditetapkan Satgas Kapabilitas APIP di 
Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan SK 
Inspektur
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 
bulan terhadap pemenuhan elemen Kapabilitas APIP
-Pemenuhan diklat/bimtek dan pengembangan 
kapasitas bagi APIP dan P2UPD
Faktor Penghambat:
-Masih terdapat keterlambatan dalam pemenuhan 
elemen.

Pendampingan, 
Asistensi dan 
Verifikasi Penegakan 
Integritas

Jumlah    
Perangkat    
Daerah    yang    
Dilakukan 
Pendampingan,      
Asistensi      dan      
Verifikasi 
Penegakan 
Integritas

46 Perangkat 
Daerah

Penilaian Mandiri dan 
Penjaminan Kualitas SPIP, 
Evaluasi RR, Evaluasi RTP, 
Evaluasi MR

                        600,000,000 26 30 0 0 Laporan Hasil 
Kegiatan 
Pendampingan

26 30 01. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas 
Maturitas Penyelenggaran SPIP
Faktor Pendorong:
-Telah terdapat Perda dan Perbup Terkait 
pelaksanaan SPIP 
-Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
-Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk 
pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian 
Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan 
pemkab
Faktor Penghambat:
- Belum semua Perangkat Daerah dan personil 
mengerti akan pentingnya SPIP;
- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat 
penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat 
Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas 
informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
-APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan 
SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan 
terbatasnya sumber daya manusia
'-Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SPI 
adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan 

1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan 
penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara 
rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum 
semua perangkat daerah memahami penyusunan 
Risk Register dan RTP;
 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas 
pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas 
pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten 
Temanggung secara rutin ( 1x setahun) 
 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan 
dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan 
SPIP kepada OPD

1. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas 
Maturitas Penyelenggaran SPIP
Faktor Pendorong:
-Telah terdapat Perda dan Perbup Terkait 
pelaksanaan SPIP 
-Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
-Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk 
pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian 
Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan 
pemkab
Faktor Penghambat:
- Belum semua Perangkat Daerah dan personil 
mengerti akan pentingnya SPIP;
- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat 
penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat 
Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas 
informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
-APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan 
SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan 
terbatasnya sumber daya manusia
'-Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SPI 
adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan 

1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan 
penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara 
rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum 
semua perangkat daerah memahami penyusunan 
Risk Register dan RTP;
 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas 
pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas 
pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten 
Temanggung secara rutin ( 1x setahun) 
 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan 
dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan 
SPIP kepada OPD

1. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas 
Maturitas Penyelenggaran SPIP
Faktor Pendorong:
-Telah terdapat Perda dan Perbup Terkait 
pelaksanaan SPIP 
-Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
-Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk 
pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian 
Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan 
pemkab
Faktor Penghambat:
- Belum semua Perangkat Daerah dan personil 
mengerti akan pentingnya SPIP;
- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat 
penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat 
Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas 
informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
-APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan 
SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan 
terbatasnya sumber daya manusia
'-Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SPI 
adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan 

1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan 
penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara 
rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum 
semua perangkat daerah memahami penyusunan 
Risk Register dan RTP;
 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas 
pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas 
pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten 
Temanggung secara rutin ( 1x setahun) 
 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan 
dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan 
SPIP kepada OPD

1. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas 
Maturitas Penyelenggaran SPIP
Faktor Pendorong:
-Telah terdapat Perda dan Perbup Terkait 
pelaksanaan SPIP 
-Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
-Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk 
pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian 
Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan 
pemkab
Faktor Penghambat:
- Belum semua Perangkat Daerah dan personil 
mengerti akan pentingnya SPIP;
- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat 
penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat 
Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas 
informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
-APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan 
SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan 
terbatasnya sumber daya manusia
'-Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SPI 
adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan 
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undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan 
gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan 
Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater 
penilaiannya bertambah/berkembang
-Aplikasi e-Integrity yang dikembangkan oleh BPKP RI 
terus menerus dalam proses maintenance sehingga 
belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan 
gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan 
Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater 
penilaiannya bertambah/berkembang
-Aplikasi e-Integrity yang dikembangkan oleh BPKP RI 
terus menerus dalam proses maintenance sehingga 
belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan 
gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan 
Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater 
penilaiannya bertambah/berkembang
-Aplikasi e-Integrity yang dikembangkan oleh BPKP RI 
terus menerus dalam proses maintenance sehingga 
belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan 
gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan 
Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater 
penilaiannya bertambah/berkembang
-Aplikasi e-Integrity yang dikembangkan oleh BPKP RI 
terus menerus dalam proses maintenance sehingga 
belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Temanggung,      Januari 2026
INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, Msi
Pembina Utama Muda
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1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan 
penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin 
kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua 
perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register 
dan RTP;
  2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 
Rencana Tindak Pengendalian;
  3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan 
maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin ( 
1x setahun) 
  4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan 
Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP 
kepada OPD

3.077

3.000

 Pemecahan Masalah   Monev 
Triwulan IV 

1) Peningkatkan kompetensi auditor investigasi 
yang mendukung
  penugasan pengukuran IEPK.
  2) Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi 
dengan upaya
  peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas 
Aparat
  Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
  28
  3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting 
pencegahan
  korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi 
perbaikan
  tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen 
risiko dan
  pengguatan pengendalian anti korupsi.



3.000

91.95

1. Memperbaiki dokumen perencanaan dengan 
menambahkan informasi crosscuting
 2. Mendokumentasikan rapat capaian monev 
triwulan atau semesteran yang dipimpin oleh 
inspektur
 3. Mendokumentasikan rapat mengenai laporan 
kinerja

78.15

Nihil 0

1. melaksanakan peningkatan kompetensi 
terhadap Auditor dan PPUPD;
 2. melaksanakan PKS bersama Inspektorat 
Kab/Kota lain yang telah selesai reviu Renstra 
dengan aplikasi e-Reviu dari Mendagri;                                      
3. meningkatkan komunikasi dan koordinasi 
dengan OPD melalui kegiatan fasilitasi atau 
pendampingan pengawasan;                                                                                                   
4.Meningkatkan komunikasi dan koordinasi 
dengan BAPPEDA selaku fasilitator OPD pada 
penyusunan Renstra

20

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM 
dalam Tim ;
 2. Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT 
untuk meminimalisir tumpang tindih penugasan;
 3. Untuk penugasan yang melibatkan beberapa 
OPD , dilaksanakan rapat koordinasi sebelum 
penugasan;
 4. Pembagian penugasan internal tim dan 
mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya 
penyelesaian laporan tepat waktu;
 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik 
internal tim maupun eksternal dengan PD terkait 
pemenuhan dokumen melalui media IT.

65

Pemeriksa diusulkan untuk mengikuti pelatihan 
penghitungan pekerjaan fisik

5

1) Peningkatkan kompetensi auditor investigasi 
yang mendukung  penugasan pengukuran IEPK.
 2) Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi 
dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan 
kapabilitas Aparat  Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP).  
3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting 
pencegahan  korupsi yang efektif dan IEPK 
menjadi dasar bagi perbaikan  tata kelola, 
peningkatan efektivitas manajemen risiko dan 
pengguatan pengendalian anti korupsi.



NIHIL (sudah dilaksanakan) 0

17

1. Evaluasi Register Risiko agar dilaksanakan tepat 
waktu dan dipersiapkan aplikasi mengingat 
evaluasi dilaksanakan setiap tahun                                        
2. Koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat 
Prov. Jateng untuk mendapatkan informasi atau 
draft Permendagri tentang Renbinwas 

1

1. MCP KPK
-Secara terus menerus melakukan koordinasi 
kepada PIC KPK RI
-Mendorong Perangkat Daerah dalam proses 
percepatan pemenuhan MCP KPK
2. Pendampingan Desa Antikorupsi
-Melaksanakan asistensi kepada Desa Antikorupsi
-Mendorong kepada desa untuk melaksanakan 
pemenuhan indikator desa antikorupsi
3. Sosialisasi Antikorupsi
-Melibatkan Penyuluh Antikorupsi dalam setiap 
kegiatan mengedukasi pencegahan korupsi
4. Saber Pungli
- Membuat timeline penjadwalan kegiatan selama 
1 tahun
- Secara terus menerus melakukan koordinasi 
kepada Tim Satgas Saber Pungli
5. Hakordia
- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan 
kegiatan lebih awal

0

211. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya 
memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari 
obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek 
yang diperiksa; 
 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang 
penyelesaian tindak lanjutnya lama;
 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres 
Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan

1. Perlu dirumuskan pelaksanaan reviu HPS yang 
lebih efektif dan efisien antara bidang Pengadaan 
Barang/Jasa (UK PBJ) dan Inspektorat
2. Perlu dilakukan penyamaan persepsi antara 
APIP dan Auditee atas fungsi assurance pada 
probity Audit
3. APIP mendapat akses sistem informasi 
pengadaan barang/jasa
4. Optimalisasi sinergisitas antara APIP dengan 
pihak eksternal (kejaksaan) atas fungsi 
pendampingan hukum proses pengadaan 
barang/jasa.



1. Pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM  
-Dilakukan pendampingan yang lebih intensif 
kepada Perangkat Daerah yang telah dicanangkan 
sebagai Zona Integritas
-Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam 
rangka Sinkronisasi kegiatan ZI 
-Dilaksanakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah 
yang dicanangkan sebagai ZI

2. Evaluasi RB Ex-Ante dan On Going
-Mendorong perangkat daerah dalam upaya 
pencapaian target RB sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan.

3. Kapabilitas APIP
-Mendorong Satgas Kapabilitas APIP dalam upaya 
pemenuhan tindaklanjut maupun indikator dalam 
setiap elemennya.

0

01. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan 
penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara 
rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum 
semua perangkat daerah memahami penyusunan 
Risk Register dan RTP;
 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas 
pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas 
pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten 
Temanggung secara rutin ( 1x setahun) 
 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan 
dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan 
SPIP kepada OPD




